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ABSTRAK

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA JEBUNG
LOR KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO

Mega Rif’atun Hasanah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Dalam penggunaan keuangan desa, memerlukan adanya perencanaan,pelaksanaan,
dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaannya. Sehingga setiap pelaksanaan
komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari adanya akuntabilitas atau
pertanggungjawaban untuk menghindari persepsi atau hal negatif terkait penggunaan
dana publik tersebut. Adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan
sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten
Bondowoso. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
analisis deskriptif yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi
sebagai teknik pengumpulan datanya. Data yang terkumpul diuji keabsahan datanya
menggunakan teknik triangulasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungawaban pengelolaan keuangan desa
Jebung Lor telah dilaksanakan dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabel
sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan
Perda Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014,

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa.
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ABSTRACT

ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN JEBUNG LOR
VILLAGE TLOGOSARI SUBDISTRICT BONDOWOSO DISTRICT

Mega Rif’atun Hasanah

Accounting Department, Economics and Business Faculty, University of Jember

In the use of village finances, it requires the planning, implementation, and
accountability of its management. So that each implementation component of village
financial management should be based on their accountability or responsibility to
avoid the perception or the negatives associated with the use of the public funds. The
existence of reliable financial statements is expected as a form of accountability to
the government and society. This study aims to describe and analyze the
accountability of village financial management in Jebung Lor Village Tlogosari
Subdistrict Bondowoso District. This type of research is qualitative research with
descriptive analysis approach which is done by observation, interview, and
documentation as data collection technique. Collected data tested the validity of data
using triangulation technique. The results of this study indicate that the planning,
implementation, and accountability of the financial management of Jebung Lor
village have been implemented in transparent, participatory, and accountable
principles in accordance with Law No. 6 of 2014, Permendagri No. 113 of 2014, and
Bondowoso Regulation No. 8 of 2014.

Keyword : Accountability, Village Financial Management.
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RINGKASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jebung Lor Kecamatan
Tlogosari Kabupaten Bondowoso; Mega Rif’atun Hasanah; 140810301036; 2018;

69 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember

Dalam penggunaan keuangan desa, memerlukan adanya perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap pengelolaannya.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso, pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk teknis
melalui Peraturan Daerah Bondowoso nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa. Dalam penelitian ini penulis meneliti di Desa Jebung Lor
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa di Jebung Lor masih terdapat beberapa permasalahan, salah satunya
adalah keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban dari
pengelolaan keuangan desa. Mengingat besarnya dana, adanya laporan keuangan
yang handal dari Desa Desa Jebung Lor sangat diharapkan sebagai wujud
pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Jebung Lor itu sendiri, sehingga
persepsi maupun hal negatif terkait dengan pengelolan keuangan Desa Jebung Lor
pun dapat dihindari.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten
Bondowoso dengan memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Dengan
adanya akuntabilitas, partisipasi dan transparansi, akan membantu terbentuknya good

governance di lingkungan pemerintahan desa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis
deskriptif dimana penelitian ini memaparkan pengelolaan keuangan desa Jebung Lor

mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Jenis data yang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

akan diolah dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam
pengelolaan keuangan desa di Desa Jebung Lor. Data sekunder penelitian ini
diperoleh dari dokumen-dokumen bagian Kecamatan Tlogosari. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara
bersama Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan ketua BPD Jebung Lor. Selain itu
peneliti  melakukan observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya.
Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi, yaitu membandingkan data
hasil wawancara antar informan. Serta dengan cross check dengan mengukur
kesesuaian akuntabilitas dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perda No. 8
Tahun 2014, dan Permendagri No. 113 tahun 2014.

Hasil dalam penelitian ini adalah mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di desa Jebung Lor telah
menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabel yang sesuai dengan UU
Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan Perda Bondowoso
Nomor 8 Tahun 2014.
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BAB | PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini sedang berkembang sangat pesat,
khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah
salah satu bidang bidang ilmu akuntansi yang mengharuskan dalam melakukan
pencatatan dan pelaporan atas kegiatan yang terjadi di pemerintahan. Selain itu,
tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang
dikelola pemerintan memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam
mencatat dan melaporkan baik atas transaksi yang terjadi maupun Kinerja
pemerintahan.

Menurut Nordiawan (2012:7), akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan
pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban
yang dimaksud adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan
dalam bentuk dan waktu yang tepat terkait kegiatan unit-unit pemerintahan. Dalam
hal manajerial, akuntansi pemerintahan menyediakan informasi keuangan yang
diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan,
pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian
kinerja pemerintahan. Serta terselenggaran pemeriksaan oleh aparat pengawasan
fungsional secara efektif dan efisien.

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola
keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai
bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa
sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat
dalam segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang
sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat

ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi
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yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada
kabupaten yang maju tanpa desa dan atau kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa
basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa (Wida, 2016).

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan
keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah
secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian
wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang
kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, nhamun
sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat
paling bawah, yaitu Desa (Sulastri, 2016).

Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa sebagai dasar hukum yang mengatur desa. Berdasarkan peraturan tersebut, Desa
didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di
bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar
disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak
diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan
diterbitkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan
desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang-undang tentang Desa tersebut di
samping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat,
sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat desa.

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam
mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk melakukan secara
transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Pemerintah desa terlibat dalam

akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam
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kaitannya dengan pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang
dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana
Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.. Akuntabilitas
bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tetapi, akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara
bijaksanan, efisien, efektif, dan ekonomis (Lestari, 2016).

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan RI (dalam Subroto, 2008), Akuntabilitas adalah
kewajiban untuk memberikan  pertanggungjawaban atau menjawab dan
menerangkan Kkinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada
pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.
Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisien,
efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi
kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang
sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.
Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan pemerintah, dapat diperhatikan
prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut (1) harus ada komitmen dari pimpinan
dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar
akuntabel; (2) harus merupakan suatu  sistem yang dapat menjamin penggunaan
sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku; (3) harus dapat menunjukkan tingkat pendapaian tujuan dan  sasaran
yang telah ditetapkan; (4) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta
hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif
sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk
pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan
akuntabilitas.

Dalam penggunaan keuangan desa, memerlukan adanya perencanaan,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap pengelolaannya.
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Perencanaan pembangunan desa dibuat selaras dengan perencanaan pembangunan
kabupaten/kota, sehingga perencanaan pembangunan desa terkait dengan
perencanaan pembangunan dari kabupaten/kota. Pelaksanaan pembangunan desa
harus sesuai dengan proses perencanaan dan masyarakat serta pemerintahan berhak
untuk mengetahui serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.
Sehingga, dari proses perencanaan dan pelaksanaan tersebut, maka perlu adanya
pertanggungjawaban secara akuntabel dan transparan.

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur
yang beberapa tahun terakhir terus berkembang dan agar segera bisa keluar dari status
daerah tertinggal. Hal itu dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan
pembangunan baik pembangunan infrastruktur maupun wisata yang menandakan
akuntabilitas pengelolaan keuangan di Bondowoso juga meningkat dan memenuhi
prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan (Anjas, 2016).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan
Tlogosari Kabupaten Bondowoso, pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk
teknis melalui Peraturan Daerah Bondowoso nomor 8 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Jebung
Lor masih terdapat beberapa permasalahan. Berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP)
Desa Jebung Lor, salah satu permasalahannya adalah keterlambatan dalam
pembayaran PPh pasal 23 atas Jasa Komsumsi Rapat Kegiatan Operasional BPD
bagian bulan Januari s.d Juni yang dibayar pada bulan Oktober oleh Bendahara Desa,
sehingga menyebabkan penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan desa melewati batas waktu yang telah ditentukan pada Peraturan Daerah
Bondowoso nomor 8 tahun 2014 pasal 13 ayat 3 yang menjelaskan bahwa laporan
untuk semester kedua paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Sedangkan laporan pertanggungjawaban desa Jebung Lor untuk semester kedua tahun
2016 disampaikan pada bulan Maret 2017.
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Mengingat besarnya dana, adanya laporan keuangan yang handal dari Desa
Desa Jebung Lor sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada
masyarakat Desa Jebung Lor itu sendiri, sehingga persepsi maupun hal negatif terkait
dengan pengelolan keuangan Desa Jebung Lor pun dapat dihindari. Dan diharapkan
keseluruhan pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran yang dimiliki sehingga
pengelolaan keuangan desa ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka
pembangunan desa akan semakin meningkat.

Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari adanya
akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas
dapat menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti penyelewengan
pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya.

Oleh sebab itulah akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Desa Jebung Lor
merupakan salah satu poin yang menarik untuk dapat dikaji lebih mendalam karena
hal tersebut menjadi hakikat utama bagi entitas publik untuk dapat bertahan dan
memaksimalkan perannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik
untuk mengadakan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Desa di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dipecahkan dalam
penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Jebung Lor
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ?
2. Apakah pengelolaam keuangan desa di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari

Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di
Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
2. Mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharpkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1.  Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi

peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2.  Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai gambaran mengenai kondisi

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga meningkatkan
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akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa khususnya di Desa Jebung Lor
Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dan juga dijadikan sebagai bahan
evaluasi pengelolaan keuangan desa di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari

Kabupaten Bondowoso.
3. Bagi Masyarakat Desa Jebung Lor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa
Jebung Lor Kecamatan Tlogosari mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga ikut
dalam mensukseskan pelaksanaan program pengelolaan keuangan desa dalam

melakukan pengawasan secara terarah dan bertanggung jawab.
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Nurcholis (2011:1), Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi
hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum dan wilayah dengan batas -
batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan
mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Dengan adanya
sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau
kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang menjadi kesatuan
masyarakat hukum berdasarkan adat dan timbul ikatan batin yang mempunyai hak

untuk mengatur rumah tangga sendiri sehingga di situlah terciptanya sebuah desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah
Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahaan Desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan sebuah desa

harus memenuhi syarat berikut:

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak
pembentukan;
2. Jumlah penduduk, yaitu:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu
dua ratus) kepala keluarga;

Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu)
kepala keluarga;

Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800
(delapan ratus) kepala keluarga;

Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga
ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;

Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus)
jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;

Wilayah Sulawesi Tengah , Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara,
Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa
atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;

Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan
Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300
(tiga ratus) kepala keluarga;

Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit
1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan

Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau
100 (seratus) kepala keluarga.

Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;

Sosial buadaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai

dengan adat istiadat desa;

Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan

sumber daya ekonomi pendukung;

Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah

ditetepkan dalam peraturan Bupati/Walikota;

Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
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8.  Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi
perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Menurut Nurcholis (2011:65), berdasarkan sejarah pertumbuhan desa, ada

empat tipe desa di Indonesia sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang:
1.  Desa Adat (self-governing community)

Desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep
“otonomi asli” merujuk pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengatur dan
mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan
negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara.
Saat ini contoh desa adat adalah Desa Pakraman di Bali. Desa adat inilah yang
kemudian diakui keberadaannya dalam ordonansi pemerintah kolonial Belanda dalam
IGO, IGOB, dan Desa-Ordonnanntie.

2.  Desa Administrasi (local state government)

Desa administrasi adalah desa yang merupakan satuan wilayah administrasi,
yaitu satuan pemerintah terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari
pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan
kepanjangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan
negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan
demokrasi. Desa di bawah UU No. 5/1979 adalah lebih merupakan desa administrasi
semacam ini meskipun diberi hak otonomi. Desa yang benar-benar sebagai desa

administrasi adalah semua desa yang berubah menjadi kelurahan.
3.  Desa Otonom (local self-government)

Desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan

undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur
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dalam undang-undang pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai
kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desa
otonom mendapat transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak
memberi lembaga pemerintahan sendiri, mempunyai badan pembuat kebijakan desa,
berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan

dari negara. Desapraja di bawah UU No. 19/1965 adalah contoh desa otonom ini.
4.  Desa Campuran (adat dan semiotonom)

Desa campuran, yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara
otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran karena otonomi aslinya
diakui oleh undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari
kabupaten/kota. Disebut semiotonom karena model penyerahan urusan pemerintahan
dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di bawahnya ini tidak dikenal dalam
teori desentralisasi. Menurut teori desentralisasi atau otonomi daerah, penyerahan
urusan pemerintahan hanya dari pemerintah pusat. Desa di bawah UU No. 22/1999

dan UU No. 32/2004 adalah tipe desa campuran semacam ini.

Desa memiliki kewenangan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan adat istiadat desa. Selain itu, kewenangan desa meliputi kewenangan
berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang
ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah
kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah
daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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2.1.2 Struktur Organisasi Desa

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah kepala
desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan  desa,
melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa

berwenang:

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
Memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
Menetapkan peraturan desa;

Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
Membina kehidupan masyarakat desa;

Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

O N o 0 B~ w DR

Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya

agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya

kemakmuran masyakat desa;

9.  Mengembangkan sumber pendapatan desa;

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

12.  Memanfaatkan teknologi tepat guna;

13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
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15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, agar terdapat kejelasan wewenang,
maka dilakukan pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa.
Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan

adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.
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Berikut adalah bagan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di
tiap desa di seluruh Kabupaten Bondowoso:

Gambar 2.1

Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Kabupaten Bondowoso

[ KEPALA DESA } __________ BPD

\\ -
[L[ SEKSI-SEKSI ]7 SEKRETARIAT
DESA

l URUSAN-
URUSAN

N
N

PELAKSANA
KEWILAYAHAN

Keterangan :
____________ = garis koordinasi
= garis komando

Sumber : lampiran Perda Kabupaten Bondowoso No. 6 tahun 2014
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Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa berdasarkan

Permendagri No. 84 Tahun 2015, akan dijelaskan sebagai berikut :

1.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

a.

o Q —Hh o

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama BPD;

Mengajukan rancangan peraturan desa;

Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD;

Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai
APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

Membina kehidupan masyarakat desa;

Membina perekonomian desa;

Mengoordinasi pembangunan desa secara partisipatif;

Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa berfungsi menetapkan

peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurakan aspirasi

masyarakat. Atas fungsi tersebut, BPD mempunyai wewenang :

a.
b.

Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan
peraturan kepala desa;

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;

Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
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Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan
aspirasi masyarakat; dan
Menyusun tata tertib BPD.

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi

pemerintahan. Sekretaris desa mempunyai fungsi :

a.

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;

Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan
umum;

Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan kepala
desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta

penyusunan laporan.

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan

bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi

pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas,

kepala urusan mempunyai fungsi :

a.

Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti
melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat

menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan
umum.

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan
keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-
sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan,
dan admnistrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan
lembaga pemerintahan desa lainnya.

Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan
perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan

monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi

bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk

melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

a.

Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen
tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan
upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan
pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan
pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di
bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan

motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
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meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial
budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

6. Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan
tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan
tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas, kepala kewilayahan/kepala
dusun memiliki fungsi :

a.  Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah.

b.  Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

c.  Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

d.  Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.1.3 Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa
tersebut. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan,
dan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa,
Bab VIII tentang Keuangan Desa dan Aset Desa pasal 72, pendapatan desa bersumber
dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
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4.  Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota;

5.  Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik.
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri
Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan vyaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan
desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Akuntabel  yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas
akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan
kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu
pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan

Desa yaitu:
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1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang
dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan
dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang
belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB
Desa/Perubahan APB Desa;

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukan dalam APB Desa dan dilakukan melalui
Rekening Kas Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan
mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana
teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yaitu sekretaris desa, kepala seksi, dan
bendahara. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan

keuangan desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa
dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam APBDesg;

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran
APBDesa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan

realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
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Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli
tahun berjalan. Sedangkan laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat

pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2.1.4 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pernyataan pertanggungjawaban dari pemegang mandat
(agen) kepada pemberi mandat (prinsipal) (Soemantri, 2014:8). Menurut Mardiasmo
(2006), Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu medis pertanggungjawaban

yang dilaksanakan secara periodik.

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir
semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku
kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan
publik yang baik. Akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa ini dimaksudkan
sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Prinsip good governance adalah adanya pertisipasi, transparansi dan
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan.
Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan keuangan desa harus
dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya nanti dituangkan
dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen
dari para stakeholder/pengambil keputusan bahwa pengelolaan keuangan desa itu
harus memenuhi prinsip-prinsip good governance yang harus dilaksanakan oleh para
pengelola keuangan desa dan tentunya masyarakat desa (Arifiyanto dan Kurrohman,
2014).

Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah
akuntabilitas finansial.  Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban

lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara
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ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta
korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk
membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta
mengevaluasi efisiensi penggunaan dana. Hasil tersebut dapat digunakan oleh
masyarakat umum dan stakeholders untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan
sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Akuntabilitas finansial ini sangat
penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan
lembaga lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan

kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Menurut Mardiasmo (2002: 105), ada tiga prinsip utama yang mendasari
pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan, transparansi disini memberikan arti
bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk
mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan
masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik
yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan
dan pelaksanaan harus  benar-benar  dapat  dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak
hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk
menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran
tersebut.

3. Prinsip value for money, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam
proses penganggaran Yyaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu
pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu
dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut

dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif
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dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target
atau tujuan kepentingan masyarakat.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik
mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang
mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas
tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup praktek-
praktek yang kemudian masyarakat dapat memperoleh informasi, baik langsung
maupun tidak langsung. Akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang
mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang

transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

Banyak berbagai definisi lain tentang akuntabilitas. Tetapi, secara garis besar
dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi
pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat
kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun
kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang

jelas dan efisien dari para aparat birokrasi.

Karena pemerintah bertanggung jawab baik dari segi penggunaan keuangan
maupun sumber daya publik dan juga akan hasil, akuntabilitas internal harus
dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal , melalui umpan balik dari para pemakai

jasa pelayanan maupun dari masyarakat.

Menurut Krina (2003) pada Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,
Transparansi & dan Partisipasi, prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang
menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan
ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders
yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan

sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :
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1. pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk

menjamin akuntabilitas publik adalah :

a.

pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi
setiap warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil
sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan
prinsip-prinsip administrasi yang benar.

pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang
berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi  yang benar
maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.

adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai
dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.

adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi dengan
konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak
terpenuhi

konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan

maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas
publik adalah :

a.

penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa,
media nirmassa, maupun media komunikasi personal.

akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara
mencapai sasaran suatu program.

akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan
mekanisme pengaduan masyarakat

ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah

dicapai oleh pemerintah.
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2.1.5 Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113

Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.  Perencanaan

1)  Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

2)  Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada Kepala Desa.

3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan
Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

4)  Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan.

2.  Pelaksanaan

1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di
wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh  Pemerintah
Kabupaten/Kota.

3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Pertanggungjawaban

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun

anggaran.
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2) Laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan =~ APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja,
dan pembiayaan.

3) Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan ~ APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4)  Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun
Anggaran berkenaan; dan

C. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

masuk ke desa

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan
Keuangan Desa tahun 2015, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan
desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM
Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan
Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan
Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil
kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan

Juni tahun anggaran berjalan.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Dalam menyusun
RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes
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diikuti oleh  pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur
masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat
dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) RKP Desa disusun oleh Pemerintah
Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan
dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh
Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan
paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan.

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus
ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa
seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.
Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan
Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan
perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh
pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada
pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak
ketiga.

Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa
pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan

peraturan bupati/walikota.

Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga
pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui
pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan

dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

28

verifikasi Sekretaris Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh
bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara

Desa.

Dalam  melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam
pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan
laporan. Laporan tersebut bersifat disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga
yang disampaikan ke BPD. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB
Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap
pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan

Desa.
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri:

e Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa
Tahun Anggaran berkenaan;

e Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan; dan

e Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke

Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realiasi Pelaksanaan
APB Desa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk
penetapan APB Desa. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4
(empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh
Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat
yaitu tentang:

e APB Desa,

e Pungutan,
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e Tata Ruang, dan;

e Organisasi Pemerintah Desa.

Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51).
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Flowchart penyusunan laporan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2

Flowchart penyusunan laporan pertanggungjawaban

PERATURAN CE€SA PERATURAN CESA
TG PIRTANGGUNG TTG PERTANGGUNG
JAWABLN A0B DESA JAWRBAN f08 DESA

30
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Sumber :

Desa

Berikut merupakan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDes, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Program

Pemerintah Daerah yang masuk ke desa :

Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Gambar 2.3

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan

Lampiran I Peraturan Desa
Nomor :
Tentang : Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Tahun Anggaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDesa

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN

URAIAN

ANGGARA
N

LEBIH/
KURAN
G
(Rp.)

2

2

PENDAPATAN

Pendapatan AsliDesa

Hasil Usaha

Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong

Lain-lain Pendapatan Asli
Desa yang sah

Pendapatan Transfer

Dana Desa

NI NN

N =

Bagian dari hasil pajak
&retribusi daerah
kabupaten/ kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

ol e e

[S1HS] 1S o]

B I Y Y]

Bantuan Kabupaten / Kota

—

Pendapatan Lain lain

Wl W

Hibah dan Sumbangan dari
pihak ke-3 yang tidak
mengikat

Lain-lain Pendapatan Desa
yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

ST

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan
Tunjangan

Belanja Pegawai:

- Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat
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- Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat

- Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dfan
Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan
Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

- Honor

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

= A ST i vinesiosen eanseRsdusss

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Komsumsi Rapat

sdstnian i raaas

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

- Semen

- Material

Pengaspalan jalan desa

32
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Belanja Barang dan Jasa :

-Upah Kerja

- Honor

Belanja Modal:

-Aspal

- Pasir

Kegiatan...........cocuvenes

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Kepgilaltan . ....coveisasamsivsse

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa dan Perangkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

-Bahan pelatihan

N

KegiatanaSsnsasmsnss

Bidang Tak Terduga

(421 ()]

Kegiatan Kejadian Luar
Biasa

(4]]

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

KEOIAtAN o us oxess sl nanoy coninsd

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

33
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3|1 Penerimaan Pembiayaan
31 SILPA
3|1 Pencairan Dana Cadangan
<] I} Hasil Kekayaan Desa Yang
di pisahkan
JUMLAH (RP)
3|2 Pengeluaran Pembiayaan
32 Pembentukan Dana
Cadangan
3|2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH (RP )
- Pembiayaan Netto
(PENERIMAAN
PEMBIAYAAN -
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN )
- SILPA tahun  berjalan
(SELISIH ANTARA
PEMBIAYAAN NETTO
DENGAN HASIL
SURPLUS/DEFISIT)
TANGGAL... s demes s oifnessamnsensssanse
TTD
(KEPALA DESA .....ccceveees

Sumber :

Desa
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Gambar 2.4

Format Laporan Kekayaan Milik Desa

Lampiran II Peraturan Desa
Nomor
Tentang:Laporan Kekayaan Milik Desa
Desember 20...

Sampai Dengan 31

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN

TAHUN N
(Tahun Periode
Pelaporan)

TAHUN N-1
(Tahun
Sebelumnya)

I. ASET DESA
A. ASET LANCAR

1. Kas Desa
a. Uang kas di Bendahara Desa
b. Rekening Kas Desa

2. Piutang
a. Piutang Sewa Tanah
b. Piutang Sewa Gedung

3. Persediaan
a. Kertas Segel
b. Materai

B. ASET TIDAK LANCAR
1. Investasi Permanen
-Penyertaan Modal Pemerintah Desa
2. Aset Tetap
- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan bangunan
- Jalan, Jaringan dan Instalasi

3. Dana Cadangan
- Dana Cadangan
4. Aset tidak lancar Lainnya

JUMLAH ASET TIDAKLANCAR

JUMLAH ASET (A +B)

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAANBERSIH( I-1I)

ARNGEAL S

(KEPALA DESA ..............
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Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan

Desa
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Gambar 2.5
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Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

desa

Lampiran IIl Peraturan Desa
Nomor :
Tentang : Program Sektoral dan Program
Daerah yang masuk Ke Desa

Fanggal® — = ouiismsgimnan
PDesa . feeeeeeeoeeeee..
Kecamatan = = ..................
Kabupaten = ...
Jenis Lokasi Rincian 2 Sumber Jumlah
N Kegia;an Kegiatan Kelgiatan Vijurge |ene Dana (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1) Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2) Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3) Rp.
Sub Total (4) Rp.
Total (1 s/d4) Rp.
tanggal, ...
Kepala Desa
fomr
Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan

Desa
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2.2 Penelitaian Terdahulu
Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti :
Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Judul Variabel Hasil Penelitian
1. Akuntabilitas Akuntabilitas, pengelolaan keuangan
Pengelolaan Keuangan | Pengelolaan desa di kabupaten
Desa di Kabupaten Keuangan Desa. Jombang yakni pada
Jombang (Nafidah dan Desa Sumbermulyo,
Anisa, 2017) Bareng dan Kauman

mulai dari tahap
perencanaan,
pelaksanaan,
penataushaann, pelaporan
dan pertanggungjawaban
menunjukkan sudah
dikelola secara

accountable.

2. Sistem  Akuntabilitas | Akuntabilitas, Sistem akuntabilitas di
Keuangan Desa (Studi | Keuangan Desa, Pemerintahan Desa
Kasus: Desa Temuwuh | Pemerintah Desa. Terong telah akuntabel
dan Terong, Kecamatan didalam Pengelolaan
Dlingo, Kabupaten keuangan Desa karena
Bantul) (Moedarlis, Desa  Terong telah
2016) partisipatif yakni

melibatkan ketua BPD
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dan unsur masyarakat
didalam perumusan
rencana keuangan dan

pembangunan desa.

Pengelolaan keuangan
desa di desa adi jaya
kecamatan  Terbanggi
besar kabupaten
lampung tengah
(Ringo, 2017)

Desa, Pengelolaan
Keuangan Desa,
Alokasi Dana

Desa.

Pengelolaan keuangan di
Desa Adi Jaya
Kecamatan Terbanggi
Besar Kabupaten
Lampung Tengah terdiri
dari kegiatan
perencanaan,
penganggaran,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggungjawaban, dan
pengawasan.
Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Desa belum
berjalan cepat dan
transparan, belum dapat
melakukan usaha yang
bertujuan untuk menggali
dan memanfaatkan
potensi yang dimiliki
secara efektif dan efisien
guna mencapai tujuan

yang telah direncanakan.
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2.3

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.6

Kerangka Pemikiran

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

A 4

1. Perda Bondowoso No 8 tahun 2014
2. Permendagri nomor 113 tahun 2014

A\ 4
Pengelolaan keuangan di tingkat desa

\ 4 A

Perencanaan Pelaksanaan

y

Pertanggungjawaban

A

y v A

Yy

- Partisipatif - Transparansi - Akuntabilitas
- Transparansi
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BAB 3 METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Zuriah (2009: 92)
mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan
penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku
yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang

utuh dan komprehensif.

Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah
menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian,
kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku
seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi (Usman dan
Purnomo, 2009:129).

Di dalam penelitian ini, dengan pengambilan objek penelitiannya di Desa
Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa
Jebung Lor.

3.2 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :
1. Data Primer

Menurut Kuncoro (2009: 148), data primer adalah data yang diperoleh dengan
survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut,dapat mengatasi kesenjangan
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waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa
dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan
data di lapangan. Selain itu, menurut Indriantoro dan Supomo (2014: 146), data
primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli
(tidak melalui media perantara). Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui
wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa
di Desa Jebung Lor, yaitu Kepala Desa, Sekretasi Desa, Bendahara Desa, dan Ketua
BPD. Data primer juga diperoleh langsung dari responden berupa data profil desa dan

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Jebung Lor.
2.  Data Sekunder

Menurut Zuriah (2009: 169), data sekunder adalah data yang diperoleh dari
tangan kedua seperti laporan, dokumentasi, nilai rapor, nilai ujian dan lain-lain.
Selain itu, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti
secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)
(Indriantoro dan Supomo, 2014). Data sekunder penelitian ini diperoleh dari

dokumen—dokumen bagian Kecamatan Tlogosari berupa peraturan desa Jebung Lor.

3.3 Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014: 157), observasi yaitu proses
pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik
tanpa adanya pertanyaan komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
Sedangkan menurut Sanusi (2011: 77), Observasi adalah kegiatan yang dilakukan
secara langsung untuk melihat keadaan obyek agar peneliti dapat mengumpulkan data
yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian kasus, terlebih dahulu peneliti
mempersiapkan catatan atau alat observasi, baik hanya sekedar daftar cek atau

sekedar penilaian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan terjun
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langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data secara

langsung dari objek penelitian melalui wawancara dan dokumentasi.
2.  Wawancara

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan
data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan
wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam
pengelolaan keuangan desa. Informan yang diwawancara adalah diantaranya Kepala
Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua BPD. Selain itu, wawancara yang dilakukan
oleh peneliti merupakan wawancara terstruktur. Peneliti telah menyiapkan berupa
pertanyan-pertanyaan tertulis yang akan diajukan. Dan jenis pertanyaannya
menggunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan dapat memberika
jawaban secara terbuka dan luas. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu
dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan cross check bila pada
saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh

peneliti.
3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (dalam Kumalasari dan Riharjo), dokumen merupakan
catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar,
atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan, yaitu buku

profil desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

3.4 Subjek dan Lokasi Penelitian
3.4.1 Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang
kompeten dalam pengelolaan keuangan desa dengan tujuan untuk mengetahui
akuntabilitas pengelolaan keuangan yang diterapkan di Desa Jebung Lor, yaitu
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Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan perwakilan dari Badan Permusyawaratan
Desa (BPD).

3.4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ini adalah Desa
Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Tempat penelitian
digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang
berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya
penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data
dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis
transkip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk
meningkatkan  pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat

diinterprestasikan temuannya kepada orang lain (Zuriah, 2009:217).

Menurut Moleong (2004:190), proses dalam analisis data secara umum

yaitu:

1. Peneliti memulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai
sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan
lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

2.  Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

Menyusun dalam satuan-satuan.

Satuan-satuan itu kemudian dikategorikan.

Kategori-kategori tersebut dilakukan sambil membuat koding.

o o k~ w

Mengadakan keabsahan data.
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3.6 Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam penelitian ini

menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2004:178), triangulasi sumber

adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Teknik

triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan berikut :

1.

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan

narasumber;

Membandingkan apa yang dikatakan narasumber di depan umum dengan apa

yang dikatakannya secara pribadi;

Membandingkan apa yang dikatakan narasumber tentang situasi penelitian

dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu;

Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat dan

pandangan antar narasumber.

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Berikut merupakan cara peneliti untuk menguji keabsahan data yang diperoleh :
Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil
wawancara.
Membandingkan hasil wawancara dengan informan satu dengan informan yang
lain agar dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan merupakan
data yang benar, misalnya data hasil wawancara dengan Kepala Desa akan
dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bendahara
Desa atau dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berdasarkan
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perda No. 8 Tahun 2014, dan Permendagri
No. 113 tahun 2014.
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3.7 Tahapan Penelitian

Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian, peneliti
mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah

adalah sebagai berikut :
Gambar 3.1

Kerangka Pemecahan Masalah

Mulai

A\ 4
Pengumpulan Data

|
v v

Data Primer Data Sekunder
Wawancara, Dokumen-dokumen
Observasi Terkait

A 4
Analisi Data dan
Keabsahan Data

- Analisis Deskriptif

- Teknik Triangulasi

A4

Hasil

Kesimpulan
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BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian yang telah tertuang dalam hasil dan
pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten

Bondowoso, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Jebung Lor telah
menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi sesuai dengan UU Nomor 6
Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan Perda Bondowoso Nomor
8 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan musyawarah rencana pembangunan
desa (musrenbangdes) yang melibatkan BPD, LPMD, RT, RW, tokoh-tokoh
masyarakat dan tokoh-tokoh agama serta para pemuda. Selain itu dalam
musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan
masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa Jebung Lor.

2. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Jebung Lor telah
menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014,
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan Perda Bondowoso Nomor 8 Tahun
2014. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi jelas yang
disampaikan oleh pemerintah desa setiap bulannya mengenai perkembangan
pelaksanaan program yang bersumber dari anggaran desa. Selain itu, setiap
penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari anggaran desa telah
dilaksanakan melalui rekening kas desa yang didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah.

3. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di desa Jebung Lor telah
menerapkan prinsip akuntabel yang dibuktikan dengan pelaporan oleh Kepala
Desa kepada Bupati menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri
Nomor 113 Tahun 2014, dan Perda Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014. Selain
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dipertanggungjawabkan kepada Bupati, pemerintah desa Jebung Lor juga
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa Jebung Lor yang
disampaikan kepada masyarakat saat diadakan pengajian setiap bulannya. Namun
pemerintah desa Jebung harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari
pemerintah kecamatan atau kabupaten mengingat tingkat pendidikan para aparat
pemerintah desa Jebung Lor yang sebagian besar adalah lulusan SMA.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di

uraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu :

1. Peneliti hanya membahas perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban
dari pengelolaan keuangan desa. Sehingga tidak membahas secara mendalam
setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal
keuangan desa.

2. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara dengan
masyarakat desa karena Ketua BPD sudah cukup menjadi perwakilan informan
mengenai partisipasi pengelolaan keuangn desa.

5.3 Saran

Mengacu kepada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah

diuraikan di atas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa Jebung Lor
Tetap mempertahankan prinsip-prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan
dalam pengelolaan keuangan desa yang telah diimplementasikan, agar dapat
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Selain itu, jika dilihat
dari tingkat pendidikan aparat pemerintah desa Jebung Lor, diharapkan lebih

meningkatkan sumber daya manusia dengan memahami lebih mendalam
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mengenai mekanisme dari pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-

undang dan peraturan yang berlaku.

Bagi peneliti selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat membahas komponen
pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan
penatausahaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta membahas nominal
pada laporan pertanggungjawabannya. Dan memperbanyak informan, yaitu

masyarakat desa untuk mendapatkan data yang lebih akurat.
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LAMPIRAN

Lampiran 1

PERATURAN DESA JEBUNG LOR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
APBDES TAHUN ANGGARAN 2016
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Lampiran 2

APBDES JEBUNG LOR TAHUN 2016
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Lampiran 3

PERATURAN DESA JEBUNG LOR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDES JEBUNG LOR TAHUN ANGGARAN 2016



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

83

Lampiran 4

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa.

I. Tahap Perencanaan

1.

Apakah sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa ?

Apakah rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati
bersama ?

Apakah rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama
paling lambat bulan Oktober tahun berjalan ?

Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi
dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa ?

Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa yang
dilakukan oleh pemerintah desa ?

Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pengelolaan keuangan desa ?

Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan

pengelolaan keuangana desa ?

Tahap Pelaksanaan

1.

Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa ?

. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang

lengkap dan sah ?

Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa
?
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. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan

penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam

melaksanakan program yang bersumber dari keuangan desa ?

Tahap Pertanggungjawaban

1.

Apakah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran ?

Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri
dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan ?

Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
ditetapkan dengan Peraturan Desa ?

Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses
pertanggungjawaban pengelolaan keuangana desa?

Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangana desa?

Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program keuangana desa dengan
yang telah direncanakan sebelumnya?

Apakah dan bagaimana laporan pertanggungawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa diinformasikan kepada masyarakat ?

Narasumber : Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

1.

Apakah sejauh ini fungsi BPD telah digunakan secara maksimal di
pemerintahan desa ?

Bagaimana peran BPD dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa ?
Apakah pemerintah desa melakukan pelaporan terkait dengan pengelolaan
keuangan desa kepada masyarakat ?

Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan

desa ? apakah telah dilakukan secara terbuka/transparan ?
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Lampiran 5
DAFTAR HASIL WAWANCARA
Informan : Bapak Andri
Jabatan : Kepala Desa
Waktu : Senin, 23 April 2018
Pertanyaan Hasil Wawancara

I. Tahap perencanaan

1. Apakah sekretaris desa menyusun
Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa ?

2. Apakah rancangan peraturan desa
tentang APBDesa disampaikan oleh
Kepala Desa kepada Badan
Permusyawaratan Desa untuk dibahas
dan disepakati bersama ?

3. Apakah rancangan peraturan desa
tentang APBDesa disepakati bersama
paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan ?

4. Bagaimana pemerintah desa
mewujudkan prinsip transparansi dan
partisipasi dalam proses perencanaan
pengelolaan keuangan desa ?

lya. Pak sekdes selaku verifikator. Sesuai
dengan hasil musdes BPD, LPMD, dan
semua elemen masyarakat dikumpulkan
waktu itu nyusun masalah APBDes untuk
yang tahun ini. Sebelum itu kan ada
musrenbangdes, jadi musrenbangdes itu
rencana yang mau dibangun tahun depan
sudah dibicarakan tahun sekarang. Jadi
tahun depan tinggal merekap yang sudah
diusulkan di musrenbangdes itu. Kalau
masalah penyusunannya itu ya sesuai
usulan warga, apa kepentingannya warga
dan sesuai dengan kemampuan dana desa
yang sudah didapatkan juga.

lya. Kita mengadakan rapat sebelumnya
yang nantinya dilanjutkan ke BPD.

Kalau perdes tentang APBDesa itu awal
awal tahun. Kita kan membangun sesuai
dengan rancangan yang sudah diusulkan
tahun sebelumnya.

Kita memang dituntut transparan. Ya
salah satunya Kkita harus mencetak
semacam baner. Disana ditunjukan semua
anggaran yang Kkita dapat dan
dipergunakan untuk apa saja, terpampang
di depan itu di pengumuman. Jadi kita
tidak tertutup dengan anggaran. Untuk
infrastruktur berapa, untuk pemberdayaan
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Bagaimana mekanisme perencanaan
pengelolaan keuangan desa Yyang
dilakukan oleh pemerintah desa ?

Bagaimana tingkat partisipasi
masyarakat dalam proses
perencanaan pengelolaan keuangan
desa ?

Siapa saja yang hadir dalam
musyawarah desa dalam rangka
perencanaan pengelolaan keuangana
desa ?

Tahap pelaksanaan

Apakah semua penerimaan dan
pengeluaran desa dalam rangka
pelaksanaan  kewenangan  desa

dilaksanakan melalui rekening kas
desa ?

Apakah semua penerimaan dan
pengeluaran desa didukung oleh
bukti yang lengkap dan sah ?

Bagaimana  proses
kegiatan yang
anggaran desa ?

pelaksanaan
menggunakan

Bagaimana peran pemerintah desa
dalam mendukung keterbukaan dan
penyampaian informasi secara jelas
kepada masyarakat dalam

berapa, sana
sudah.

Mekanisme perencanaan kan kita mulai
dari mesrenbang, musrenbangdes, setelah
itu ada musdes, musdes penetapan.
Setelah itu kita buat APBDes.

Kalau masyarakat desa jebung lor ini
sangat pro aktif dalam perencanaan,
karena yang akan memanfaatkan dan
merasakan hasilnya ya warga. Jadi kita
membangun baik infrastruktur maupun
pengadaan pemberdayaan kita sesuai
dengan kebutuhan warga. Jadi
masyarakat itu pro aktif dalam
perencanaan pembuatan APBDes. Jadi
apa yang kita bangun itu sudah sesuai
dengan tepat sasaran sesuai dengan
kepentingan masyarakat.

Semua elemen masyarakat, BPD, LPMD,

semuanya tercantum di

RT, RW, tokoh-tokoh agama, tokoh
masyarakat, pemuda, semua kami
undang.

lya. Semua kan harus melalui rekening
kas desa.

lya. Kalau tidak didukung oleh bukti
yang sah, kalau kita diaudit kewalahan
kita nanti. Ya sesuai dengan prosedur
yang ada sudah, seusai dengan perbup.
Prosesnya ya Kkita harus sesuai dengan
aturan, baik dengan perbup, kalau kita
menyimpang dari itu, ya berisiko juga.
Ya sesuai dengan peraturan yang ada,
yang sudah diatur di perbub itu.

Kami  selain  membuat  semacam
pengumuman atau baner yang
terpampang di depan balai desa dan
tempat-tempat strategis lainnya. Kami di
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melaksanakan program
bersumber dari keuangan desa ?

yang

Tahap pertanggungjawaban
Apakah kepala desa menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati
setiap akhir tahun anggaran ?

. Apakah laporan pertanggungjawaban
realisasi  pelaksanaan ~ APBDesa
terdiri dari pendapatan, belanja, dan
pembiayaan ?

. Apakah laporan pertanggungjawaban
realisasi  pelaksanaan =~ APBDesa
ditetapkan dengan Peraturan Desa ?

. Apa saja jenis pelaporan yang
dilakukan oleh pemerintah desa
dalam proses pertanggungjawaban
pengelolaan keuangana desa?

Bagaimana pemerintah desa
melaksanakan prinsip akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangana desa?

. Apakah telah sesuai hasil

sini tiap bulan mengadakan sholawatan
setiap malam senin manis, jadi Kita
sampaikan secara transparan tentang
keuangan desa, untuk apa, berapa
nominalnya, kita selalu terbuka kepada
masyarakat dan alhamdulillah masyarakat
sudah mengetahui dan merasakan juga
hasilnya tahun demi tahun.

Pasti. Memang kewajiban kita.

Ya. Betul itu.

Ya. Setiap yang kita laksanakan itu harus
ada perdesnya.

Kalau tahun sekarang ini beda dengan
tahun-tahun  kemarin.  Sekarang ini
banyak permintaann dari kabupaten, dari
inspektorat, maupun bapemas. Jadi selain
SPJ, kita juga diminta Ospam. Macam-
macam itu permintaannya, jadi Kkita
sampai lupa nama-namanya itu. Sesuai
dengan permintaannya kita laksanakan.
Setiap  kita  perbuat  kita  harus
pertanggungjawabkan sesuai dengan dana
yang kami terima.

Prinsip kami kan memang sesuai
APBDes. Kalau kita menyimpang dari
APBDes, pertanggungjawabannya nanti
kita  berisiko  sendiri.  Seandainya
pembangungan infrastruktur baik
pengadaan kita harus sesuai dengan
perdes yang sudah disetujui oleh BPD
yang ditandatangani oleh kepala desa dan
sekdes. Jadi pertanggungjawaban kita
sesuai perdes itu.

Alhamdulillah  untuk beberapa tahun
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pelaksanaan program keuangana desa
dengan yang telah direncanakan
sebelumnya?

. Apakah dan bagaimana laporan
pertanggungawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa

diinformasikan kepada masyarakat ?

berjalan ini sudah sesuai. Dan mudah-
mudahan tahun ke depan keuangan desa
ini bertambah lagi untuk desa kami.
Seperti yang saya sampaikan tadi, kami
tiap bulan mengadakan sholawatan,
mengadakan sharing dengan masyarakat
dan kita umumkan di sana masalah
keuangan yang kami dapat baik dari
daerah maupun dari pusat. Jadi Kkita tidak
menutup-nutupi, kita selalu terbuka
kepada masyarakat.
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Pertanyaan

Tahap perencanaan
Apakah sekretaris desa menyusun
Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa ?
Apakah rancangan peraturan desa
tentang APBDesa disampaikan oleh
Kepala Desa kepada Badan
Permusyawaratan Desa untuk dibahas
dan disepakati bersama ?
Apakah rancangan peraturan desa
tentang APBDesa disepakati bersama
paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan ?
Bagaimana pemerintah desa
mewujudkan prinsip transparansi dan
partisipasi dalam proses perencanaan
pengelolaan keuangan desa ?
Bagaimana mekanisme perencanaan
pengelolaan keuangan desa yang
dilakukan oleh pemerintah desa ?
Bagaimana tingkat partisipasi
masyarakat dalam proses
perencanaan pengelolaan keuangan
desa ?

Siapa saja yang hadir dalam
musyawarah desa dalam rangka
perencanaan pengelolaan keuangana
desa ?

Tahap pelaksanaan

Apakah semua penerimaan dan
pengeluaran desa dalam rangka
pelaksanaan ~ kewenangan  desa

dilaksanakan melalui rekening kas
desa ?

Hasil Wawancara

lya betul.

Sebelumnya memang ada rapat ya mbak,
dari LPMD, BPD, dan itu lanjutkan ke
BPD.

Ya kita buat rancangan perdes pada awal
tahun.

Awalnya kami mengumpulkan RT, RW,
perangkat desa, LPMD, dan BPD untuk
merencanakan keuangan desa tersebut.

Sesuai dengan perbup dan perdes yang
kita laksanakan.

Partisipasi masyarakat sangat terbuka
sekali, terutama RT, RW, LPMD, BPD,
dan masyarakat serta perangkat desa

untuk  mewujudkan partisipasi  dan
transparansi dari anggaran tersebut.
Yang hadir LPMD, BPD, tokoh

masyarakat, RT, dan RW.

Ya. Dilakukan di rekening kas desa.
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2. Apakah semua penerimaan dan
pengeluaran desa didukung oleh
bukti yang lengkap dan sah ?

3. Bagaimana  proses  pelaksanaan
kegiatan yang menggunakan
anggaran desa ?

4. Bagaimana peran pemerintah desa
dalam mendukung keterbukaan dan
penyampaian informasi secara jelas
kepada masyarakat dalam
melaksanakan program yang
bersumber dari keuangan desa ?

I11.  Tahap pertanggungjawaban

1. Apakah kepala desa menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati
setiap akhir tahun anggaran ?

2. Apakah laporan pertanggungjawaban
realisasi  pelaksanaan ~ APBDesa
terdiri dari pendapatan, belanja, dan
pembiayaan ?

3. Apakah laporan pertanggungjawaban
realisasi  pelaksanaan =~ APBDesa
ditetapkan dengan Peraturan Desa ?

4. Apa saja jenis pelaporan yang
dilakukan oleh pemerintah desa
dalam proses pertanggungjawaban
pengelolaan keuangana desa?

5. Bagaimana pemerintah desa
melaksanakan prinsip akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangana desa?

6. Apakah telah sesuai hasil
pelaksanaan program keuangana desa
dengan yang telah direncanakan
sebelumnya?

7. Apakah dan bagaimana laporan
pertanggungawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa

diinformasikan kepada masyarakat ?

lya mbak. Termasuk SPJ.

Kalau itu kami melaksanakan sesuai
perbub. Sudah diatur dalam perbub.
Untuk pemerintah desa sangat terbuka

sekali dan mengantisipasi untuk dana
tersebut mbak.

Setiap kegiatan pasti dilaporkan ke bupati
sesuai SPJ itu.

lya. Ya betul.

Ya betul. Sesuai perdes mbak.

Ya termasuk SPJ.
Terutama SPJ itu.

Banyak mbak.

Awalnya emang tidak luput dari
dukungan masyarakat. Awalnya ada rapat
seperti mengundang RT, RW untuk dana
tersebut.

Ya sesuai mbak.

Diinformasikan setiap ada penyuluhan,
setiap ada sholawatan, setiap ada rapat
pasti disampiakan oleh bapak kepala
desa.
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Pertanyaan

Tahap perencanaan
Apakah sekretaris desa menyusun
Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa ?
Apakah rancangan peraturan desa
tentang APBDesa disampaikan oleh
Kepala Desa kepada Badan
Permusyawaratan Desa untuk dibahas
dan disepakati bersama ?
Apakah rancangan peraturan desa
tentang APBDesa disepakati bersama
paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan ?
Bagaimana pemerintah desa
mewujudkan prinsip transparansi dan
partisipasi dalam proses perencanaan
pengelolaan keuangan desa ?

Bagaimana mekanisme perencanaan
pengelolaan keuangan desa Yyang
dilakukan oleh pemerintah desa ?

Bagaimana tingkat partisipasi
masyarakat dalam proses
perencanaan pengelolaan keuangan
desa ?

Siapa saja yang hadir dalam
musyawarah desa dalam rangka
perencanaan pengelolaan keuangana
desa ?

Tahap pelaksanaan

Apakah semua penerimaan dan
pengeluaran desa dalam rangka
pelaksanaan ~ kewenangan  desa

dilaksanakan melalui rekening kas
desa ?

Hasil Wawancara

Ya itu sesuai pekerjaan kita masing-
masing.

lya. Itu disampaikan ke BPD. Kan ada
musrenbangdes.

lya itu betul.

Kita tiap mengadakan musrenbangdes,
kepala desa selalu  mengutarakan
pembangungan. Termasuk masukan dan
pengeluaran keuangan desa. Itu sangat
transparan sekali.
Mekanismenya
perbup.

kita sesuai dengan

Kalau selama ini yang sudah berlangsung
tiga tahun masyarakat tidak ada
komplain.

Yang hadir dalam musyawaran desa,
BPD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama
Kita undang, termasuk pak camat juga.

Ya. Pasti semua
pengeluaran itu
rekening kas desa.

penerimaan dan
dilakukan  melalui
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2. Apakah semua penerimaan dan
pengeluaran desa didukung oleh
bukti yang lengkap dan sah ?

3. Bagaimana  proses  pelaksanaan
kegiatan yang menggunakan
anggaran desa ?

4. Bagaimana peran pemerintah desa
dalam mendukung keterbukaan dan
penyampaian informasi secara jelas
kepada masyarakat dalam
melaksanakan program yang
bersumber dari keuangan desa ?

I11.  Tahap pertanggungjawaban

1. Apakah kepala desa menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati
setiap akhir tahun anggaran ?

2. Apakah laporan pertanggungjawaban
realisasi  pelaksanaan ~ APBDesa
terdiri dari pendapatan, belanja, dan
pembiayaan ?

3. Apakah laporan pertanggungjawaban
realisasi  pelaksanaan =~ APBDesa
ditetapkan dengan Peraturan Desa ?

4. Apa saja jenis pelaporan yang
dilakukan oleh pemerintah desa
dalam proses pertanggungjawaban
pengelolaan keuangana desa?

5. Bagaimana pemerintah desa
melaksanakan prinsip akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangana desa?

6. Apakah telah sesuai hasil
pelaksanaan program keuangana desa
dengan yang telah direncanakan
sebelumnya?

7. Apakah dan bagaimana laporan
pertanggungawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa

diinformasikan kepada masyarakat ?

Ya. Ada.
Yang menggunakan anggaran desa kita
sesuai dengan perbup.

Itu biasanya tiap satu bulan sekali pak
kades menyampaikan.

lya pasti itu mbak.

lya.

SPJ itu mbak.

Itu sesuai dengan pengeluaran kita di
rekening, kita cantumkan di SPJ.

Alhamdulillah sangat sesuai sekali.

lya mbak. Cara penyampaiannya itu
biasanya tiap satu bulan sekali kita selalu
mengadakan pengajian senin manis. Abis
pengajian itu biasanya diisi dengan
menyampaikan misalnya ada proyek. Dan
itu pasti disampaikan.
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Informan : Bapak Hj Huzaini
Jabatan : Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
Waktu : Selasa, 24 April 2018
Pertanyaan Hasil Wawancara
1. Apakah sejauh ini fungsi BPD telah | Kalau dikatakan maksimal, masih belum.
digunakan secara maksimal di | Tapi sudah bisa dikatakan baik. Karena

pemerintahan desa ?

2. Bagaimana peran BPD dalam
perencanaan pengelolaan keuangan
desa ?

3. Apakah pemerintah desa melakukan
pelaporan terkait dengan pengelolaan
keuangan desa kepada masyarakat ?

4. Bagaimana pertanggungjawaban
pemerintah desa dalam mengelola
keuangan desa ? apakah telah
dilakukan secara terbuka/transparan ?

kades juga membahas bersama BPD
kalau ada musyawarah.

Kami selalu diundang kalau ada
musrenbangdes buat membahas rencana
pembangunan desa ini.

lya. Kepala desa menyampaikannya
waktu ada sholawatan, setiap rapat juga
juga dilakukan.

Kalau terkait dengan  pembukuan
keuangan desa BPD belum terlalu melihat
secara mendalam. Tapi pemdes selalu
mengundang BPD kalau ada rapat dan
kades juga terbuka menyampaikan
keuang desa lewat rapat atau pun waktu
adanya sholawatan yang dilakukan tiap
sebulan sekali.
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